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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57

ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Pemilihan Indenpenden Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Padang Tahun 2018;

SALINAN
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Kabupaten . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37

Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



-3-

MEMUTUSKAN . . .

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Pemilihan Indenpenden Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2017;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

Nomor: 9/ HK.03.1-Kpt /1371 / KPU-Kot / VII /

2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

tanggal 4 Januari 2018;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PADANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PADANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun

2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 4 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PADANG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ,PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG

TAHUN 2018
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun

2018 dilakukan oleh KPU Kota Padang, dibantu oleh Badan Ad Hoc, yang terdiri

dari; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun

2018, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mengetahui apa yang

menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya, sehingga bisa melaksanakan semua

tahapan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Di samping itu Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus berasal dari orang-orang yang

kredibel, non partisan, jujur dan adil. Oleh karena itu KPU Kota Padang perlu

menetapkan Keputusan KPU Kota Padang yang memuat tugas, wewenang dan

kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS)

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 dimaksudkan untuk panduan bagi

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan seluruh

tahapan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah

sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan

Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam

menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, selanjutnya disebut

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Padang untuk
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memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang secara langsung dan

demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut

KPU Sumatera Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, selanjutnya disebut KPU Kota

Padang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan Pemilihan

di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan Pemilihan di

tingkat kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS,

adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota

Padang untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat

pemungutan suara.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu

adalah lembaga penyelanggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelanggara pemilihan umum yang
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bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi

10. sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang, selanjutnya disebut Panwas Kota

Padang adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas

untuk mengawasi penyelanggaraan Pemilihan di wilayah Kota Padang.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas

Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Padang yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah

kecamatan.

13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas

yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di kelurahan.

14. Hari adalah hari kalender.
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BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan

Pemilihan meliputi:

a. Membantu KPU Kota Padang dalam melakukan pemutakhiran

data Pemilih, DPS dan DPT;

b. Membantu KPU Kota Padang dalam menyelenggarakan Pemilihan;

c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di

tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang;

d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota

Padang;

e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas

pemutakhiran data Pemilih;

f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh

PPS di wilayah kerjanya;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi

peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada

huruf g;

i. Menyerahkan hasil rekapitulasi sua ra sebagaimana dimaksud

pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;

j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas

Kecamatan, dan KPU Kota Padang;

k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan

Calon perseorangan;

n. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada

masyarakat;

o. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang
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diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU

Kota Padang.

2. Tugas Ketua PPK meliputi:

a. Memimpin kegiatan PPK;

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c. Mengawasi kegiatan PPS;

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil

penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual,

dan/atau elektronik;

f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi

penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang

anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki

surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu)

orang saksi Pasangan Calon;

h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk

kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan

yang ditentukan oleh KPU Kota Padang; dan

i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan

oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar

anggota.

3. Tugas anggota PPK meliputi:

a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai

bahan pertimbangan; dan

d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab

kepada Ketua PPK.

B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan

Pemilihan meliputi:

a. Membantu KPU Kota Padang dan PPK dalam melakukan

pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil

perbaikan, dan DPT;

b. Membentuk KPPS;
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c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon

perseorangan;

d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih

kepada KPU Kota Padang melalui PPK;

e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran

data Pemilih;

f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada

KPU Kota Padang melalui PPK;

g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data

Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada

KPU Kota Padang melalui PPK;

i. Mengumumkan daftar Pemilih;

j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang;

m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di

tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang

dan PPK;

o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di

wilayah kerjanya;

p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

q. Meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari

yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS

dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang

sudah disegel oleh KPPS;

r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh PPL;

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada

Masyarakat;

u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali

dalam hal pengitungan suara; dan

v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
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diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kota Padang,

dan atau PPK.

2. Tugas ketua PPS meliputi:

a. Memimpin kegiatan PPS;

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. Mengawasi kegiatan KPPS;

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili

Pasangan Calon di tingkat kelurahan;

g. Melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang

ditentukan oleh KPU Kota Padang; dan

h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan

oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar

anggota.

3. Tugas anggota PPS meliputi :

a. Membantu ketua PPS dalam melakukan tugas;

b. Melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai

bahan pertimbangan; dan

d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab

kepada ketua PPS.

C. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan

Pemilihan meliputi:

a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan

PPL;

c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d. Mengumumkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan

masyarakat pada hari pemungutan suara;

f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara
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serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK

melalui PPS;

h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan

sertifikat hasil pengitungan suara kepada PPK melalui PPS pada

hari yang sama;

j. Melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Padang,

PPK, dan PPS.

2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan

pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus

dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

b. Mengumuman tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara

kepada Pemilih pada DPT;

d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta

Pemilihan di tingkat kelurahan;

e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda

tangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan

Calon.

3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

a. Memimpin kegiatan KPPS;

b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;

d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan

saksi yang hadir;

e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua)

orang anggota KPPS;

f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan

g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;

b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS,

dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat

dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
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c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan

sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta

Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,

sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan

pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama

dengan mendapatkan pengawalan dari petugas ketertiban TPS;

dan

f. Dalam melakukan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab

kepada PPS melalui ketua PPS.

5. Tugas anggota KPPS adalah:

a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua

KPPS;

b. Dalam melakukan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab

kepada ketua KPPS.
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BAB III

PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, sebagai

panduan bagi, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 4 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI


